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BABI 

PENDAHULUAN 

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi kehidupan 

mengalami perubahan dan perkembangan termasuk halnya dalam hubungan 

antara manusia dengan .manusia lainnya maupun manusia dengan lembaga

lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendirinya. Semua sisi kehidupan yang 

berkembang tersebut mau tidak mau· tidak luput dari ketentuan perundang

undangan karena dengan adanya perundang-undangan maka scgala sesuatunya 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Berbicara tentang perundang-undangan maka kita secara langsung 

berbicara tentang hukum. Di satu sisi kehidu~an manusia lainnya adalah masalah 

kesehatan. Perihal kesehatan ini adalah sebagai dasar bagi manusia dalam 

menja!ankan aktifitas-aktifitas kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan 

yang maksimal maka manusia itu tidak akan dapat menciptakan kreatifitasnya. 

Maka dengan alasan yang demikian untuk kata kesehatan tidak dapat dinilai 

dalam bentuk materi. Bahkan manusia sanggup mengeluarkan hat1a bendanya 

sehingga habis agar kesehatannya kembali pulih. 

Di Indonesia lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ini banyak ditemui, 

mulai peringkat rumah-rumah sakit. mmah-rumah sakit spe'sialis hingga ke 

puskesmas-puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan 

tradisional merupakan suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam ha! 

pelayanan kesehatan di Indonesia. 
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Sebagai suatu kajian ilmiah semua sisi pe!ayanan kesehatan tersebut 

diuraikan oleh penulis. Tetapi pembahasan ini dibatasi hanya pada suatu sistem 

pelayanan kesehatan yang dikelola oleh rumah sakit yang mempekerjakan dokter, 

sehingga dalam hal ini lahir hubungan medis antara dokter dengan pasien dan 

rumah sakit dengan pasien. Tentunya jija seorang dokter apatila melakukan 

pelayanan medis pada suatu rumah sakit maka dokter tersebut memiliki hubungan 

ke~ja dengan pasien . Sehingga apabila timbu! hal-hal yang merugikan pasien 

maka tuntutan ganti rugi hanya dapai: dilakukan kepada lembaga rumah sakit 

tersebut bukan kcpada dokter. Hal ini berlainan dengan dokter yang rnembuka 

praktek, maka dalam kajian ini apabila timbul hal-hal yang nerugikan pasein, 

ma!ca pasein dapat rnelakukan pemmtutan kepada dokter karena dalam ha! ini 

dokter bertindak atas namnya sendiri. 

Unsur yang utama dalam hal peiayanan kesehatan teraipetik medis ini 

adalah agar kesehatan m<tsyarakat dapat dicapai secara maksimal, sehingga 

dengan akibat tersebut pe\aksanaan pembangunan dapat terus dilakukan dan ha! 

tersebut berarti kesejahteraan masvarakatnya dapat lebih ditingkatkan. 

Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kcsehatan dalam bentuk 

perjanjian teraupetik medis tidaklah dengan begitu s~ja mendap<j tkannya tetapi ia 

terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh 

suatu sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Jika syarat-syarat tersebut telah 

dipenuhi maka secara !angsung pula berakibat kepada sistem JY.:'lE(!E'.Ean l:c ~.,,c;hc, ; ::n 

untuk menjalankan kewajibannya. Atau dengan lain perkataan, bahwa dalam ha! 

sistem pelayanan kesebatan menerbitkan hak-haJ.:' :'a'1 secara timbal balik pula 
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melahirkan kewajiban-kewajiban. yang kesemuanya tertwmg di dalam suatu 

perjanjian yang disebut pe1janjian teraupetik medis. 

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakar. 

bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang r.1embuatnya. Sehingga dengan demikian apabila terjadi 

pe;janjian di bidang ten\upctik medis maka hal tcrsebut uerarti kedua belah pihak 

yang mengadakan persetujuan terikat untuk melaksanakan perpnJ1an yang 

disepakatinya. Sebagai suatu kaj ian · pelaksanaan pelayanan kesehatan, maka 

perjanjian teraupetik med is juga harus didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal mengatur tujuan daripada 

perjanjian teraupetik medis tersebut. 

A. Penegasan dan Pengertian JuduJ 

Sebagaimana lazimnya suatu penelitianharus diberi suatu judul yang dapat 

menarik minat para pembaca untuk rnengetahui isi tulisan yang merupakan materi 

isi karya tulis tersebut. Selain itu suatu juduk penelitianyang bersifat ilmiah 

memberi gambaran dari nilai ilmiah itu sendiri. 

Judul penelitianadalah yang dapat mengajak para pembaca untuk 

mendorong minatnya untuk membaca. Oleh karena itu judul tersebut selalu dicari 

yang merupakan masalah yang baru dan objek pembicaraan ma'syarakat. 

Dalam pembahasan ini adapun judul yang penulis perbuat adalah 

TUNTUTAN GANTI RUGl PASIEN TERHADAP DOKTER AKIBAT 

WAN~·~_ f.STASl DALAM PELA YANAN MEDIS DITJNJAU DARI UNDANG

UNDANG KEDOKTERAN DAN HUKUM PERDATA. 
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Untuk memberika:ri pengertian judul penelitiantersebut maka penulis akan 

menguraikan kata demi kata sebagai berikut : 

1. Tuntutan ganti rugi adalah suatu tuntutan yang diajukan oleh seseorang 

kepada suatu pihak terhadap penggantian kerugian yang dialaminya. Biasanya 

tuntutan ganti rugi tersebut dalam sejumlah uang 

2. Pasien menurut iJ11dang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktck 

Kedokteran Pasal l angka 10 adalah setiap orang yang melakukan kansultas 

,asalah kesehatannya untuk mempeioleh pelayanan kesehatan yang diperlukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi 

3. Terhadap adalah bagian dari kata yang menerangkan kata sesudahnya 

4. Dokter menurutlJ;1dang-Unds.ng Nomor 29 Ta!m11 2004 tentang Praktek Pasal 

l angka 2 adalah dokter dan dokter gigi adalah dokterm dokter spesialis, 

dokter gigi dan dokter gigi spesiaiis luiusan pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

5. Aki bat wanprestasi berarti akibat ingkar janj i 

6. Dalam berarti menunjukkan tempat, tidak di luar1 

7. Pelayanan medis suatu perjanjian dalam rangka pengobatan seorang pas1en 

dengan instansi yang menjalankannya dapat berupa rumah sakit, puskesmas 

dan lain sebagainya 

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara 2 

(dua) pihak dalam mana 1 (satu) pihak berjariJi atau dianggap berjanji untuk 

1 W. J. S. Poerwadarminta, Kanms Umum Bahasa lndonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 
2004, hal. 207 
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melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntur pelaksanaan janji 

itu2 

Teraupetik medis adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan 

dalarn suasana saling percaya (konfifensial) serta senantiasa diliputi oleh 

segala emosi, harapan dan kekhawatiran insani3 

8. Ditinjau dari Undang-Undang Kcdokteran dan Hukum Perdata ada.lah 

landasan hukum dari pembahasan yang akan dilakukan 

Dengan hat tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan terhadap 

judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana hak-hak pasien yang 

dirugikan oleh praktek kedokteran yang diakibatkan oleh wanprestasi dokter. 

B. Alasan Pemilihan Judu! 

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa manusia itu dalam tata laksana 

kehidupannya menga!ami perkembangan dan salah satu perkembangan tersebut 

adalah dalam hal teraupetik medis yang dilakukan oleh praktek kedokteran. 

Parktek kedokteran ada!ah merupakan tempat berfunp:.-;inya pel~yanan 

kesehatan dengan segenapo unsur-unsur penunjang pelayanan kesehatan itu 

sendiri baik itu dokter, perawat maupun juga alat-a!at yang dipakai. Sedangkan 

pe1janjian teraupetik medis yang diselanggarakan oleh dokter adaiah hak dan 

kewajiban tersebut adalah antara manusia yang satu dengan manusia yang satunya 

lagi. Sedang dalam hal perjanjian teraupetik medis yang diselenggarakan oleh 

kedokteran maka pasien akan berhadapan dengan lembaga praktek kedokteran itu. 

\Virjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, 
Penerbit Sumur, Bandung, 1991, hal. 7 

3 D. Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teraupetik, 
Sun1u Tinjnuan J11ridi'S, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, ha!. 14 
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Jadi secara langsung dapat dikatakan bak dan kewajiban tersebut timbul 

antara pasien dengan pihak kedokteran. 

Kesadaran masyarakat akan hukum dewasa ini semakin meningkat, 

sehingga ha\ tersebut juga terlihat dalam hal perjanjian teraupetik medis yang 

diselrnggarakan o\eh praktek kedoktcran. 

Kita dapat melihat perkembangan tersebut dewasa ini yaitu di mana 

banyak praktek kedokteran yang dibawa ke depan pengadilan oleh pasiennya 

sendiri karena dianggap telah rnenimbulkan kerugian kepadanya. Kerugian 

terscbut dapat timbu! sebagai akibat dari ketidak becusannya dokter yang 

melakukan perjarJian teraupetik medis maupun unsur-unsur lainnya. 

Keadan-keadaan ini berarti pihak kedokteran be\um melaksanakan 

kewajibannya secara maksimal. Di satu sisi juga melihat hak dan kewajiban yang 

diterbitkan dari adanya hubungan pasien denga;-i dokter terkadang juga dilalaikan 

oleh si pasien sendiri maka dalam kondisi ini dapat dilihat hak dan kewajiban 

dapat saja dila!aikan ba!k oleh pihak rumah sakit maupun o!eh pihak pasien 

sendiri. Yang meniadi alasan pemilihan judul dalam hal ini adalah bagaimana 

sebenamya kadar hak dan kewajiban tersebut pada perjarJian teraupetik medis. 

Karena sebagaimana diketahui bahwa tidak ada pt:; rjanjian yang mengatur secara 

sistematis antara seorang pasien dengan dokter dalam hal perjanjian teraupetik 

medis ini. 

. .. ~ ' 

' ' 
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C. Permasalahan 

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya 

ingin dibahas dalam tulisan penelitianini maka perlu pula dibuat permasalahan. 

Pemrnsalahan yang diajukan dalam pembahasan penelitianini adalah : 

l. Apakah yang menyebabkan dapat diajukannya tuntutan ganti rugi pasien 

terhadap dokter ? 

2. Bagaimana kriteria pemberian ganti rugi akibat wanprestasi dokter tersebut? 

D. Hipotesa 

Hipotesa adalah merupakan suatu dugaan atau pemikiran-pemikiran harus 

dibuktik.an kebenarannya atau kesalahannya, karena hipotesa itu sifatnya hanya 

sementara menunggu ada pemecahan masalah yang sebenarnya baik melalui 

pene!itian kepustakaan maupun penelitian lapangan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka hipotesa yang penulis 

ajukan adalah: 

I. Yang menyebabkan dapat diajukannya tuntutan ganti rugi pas1en terhadap 

dokter adalah karena dokter wanprestasi 

2. ~riteria pemberian ganti rugi akibat wanprestasi dokter tersebut hams 

disesuaikan dengan kerugian yang dialami pasien, seperti akibat tidak 

dilaksanakan kewajiban dokter maka pasien tidak dapat melakukan 

kewajibannya sehari-hari. Oleh karena itu dokter harus mengganti kerugian 

selama pasien tersebut 
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E. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari dilakukan pembahasan pene1itianini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat 

akademis 

2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai kesehatab berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

F. Metode Pengumpulao Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis mempergunaknn metode penelitian 

dengan cara : 

l. Penelitian Kepustakaan (Librari Research) 

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai 

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-

literatur, peraturan-peraturan rnaupun juga dari majalah-majalah dan bahan 

perkuliahan penulis sendiri 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan penelitian di Rumah Sakit 

Pimgadi Medan dengan mengambil sebuah kasus y<>ng berhubungan dengan 

pembahasan dan selanjutnya akan menganalisa kasus tersebut apakah kasus 

• 
tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan 
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BABil 

HUKUM PERJANJIAN P ADA UMUMNY A 

A. Pengertian Perjan,iian 

Apabila kita membicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa 

sebenarnya per.janj ian it~ dan di mana dasa: hukumnya. Pe(ianj ian yang penu!is 

maksudkan adalah pe1janjian yang diatur dalam Buku Ill KUH Perdata yang 

berjudu! tentang rerikatan yang terd! ri dari ketentuan umum dan ketentuan 

khusus. 

Perkataan perikatan (verbintenis) mempunyai arti yang !ebih luas dari 

perkataan "perjanjian'', sebab dalam Buku lll itu jug:i diatur perihal perhubungan-

perhubungan hukum yang sama seka!i tidak bersumber pada suatu persetujuan 

atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang 

me!anggar hukum (onrechmatigedaat) dan perihal perikatan yang timbu! dari 

pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan per!:>etujuan (zaak 

warming). Tetapi, sebagian besar dari Buku l!f ditujukan kepada perikatan-

perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi beriisi hukum 

. .. + 
per.1anj1an. 

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku lll KUH Perdata itu 

adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta 'benda) antara dua 

orang, yang memberikan kepafa yang satu untuk menuntut baranf sesuatu dari 

yang lainnya, sedan~kan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.5 

r: 
4 

Subekti , Pokok-pokok Hu/Ulm Perdata, Penerbit PT. lntermasa, Jakarta (selanjutnya 
disingkat Subekti. I). 1978, hal. 101 

5 Ibid, hal. l 0 l 
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Perikatan yang terdiri dari ketentuar. umurn dan ketentuan khusus itu, 

mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dcngan perjanjian 

bemama, artinya disebut bemama karena pe~janjian tersebut diatur dan diberi 

nama oleh pembuat indang-undang dan di samping perjanjian bernama juga 

terdapat pe~janjian yang tidak bemama, yang tidak diartur dalam undang-undang 

misalnya perjanjian scwa !Jeli dan lain sebagai11mya. Perjanjian atau verbintenis 

mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau 

!ebih, yang memberi kekuatan hak pada: st:atu pihak untuk mempercleh prestasi 

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk merrnnaikan prestasi.6 

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling bany&k dilahirkan dari 

suatu peristiwa di mana dua orang atau iebih saling menjar0ikan sesuatu. 

Peristiwa ini paling tepat dinamaka.11 " perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa 

suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan pcrjanjian sudah 

sangat populer di kalangan rakyat. 7 

Demikian pula Wir:jono Prodjodikiri mengemukakan bahwa perjanjian 

adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam 

mana satu pihak be~janji atau dianggap be~janji untuk melakukan sesuatu ha! 

sedung pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janj i itu.8 
t 

Menu rut Pasa! J 233 KUH PErdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan 

baik karena undang-undang maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan 

demikian maka harus terlebih dahu!u adanya suatu pe~jat\iian atau undang-

6
· M yahva Harahap Seui-s~i Hukunr l'erianiittn P<0rn.:-b'' A'· ··- -' n .. . ,A .. --- ,",., .. , '·· " ,, J • .. • ' :0 0 J 'J ! I l l L ~IUllHH , Ua.\lUUH!;-.1 L..\..I VL., UiCH . V 

Subckt1, Aspek-aspek llukum Perikatan Nasional, Pcnerbit Alumni, Bandung 
(selanjutnya disingkat Subekti , H), 1996, hal. 12 

R \Vi 1:i:::::~1n Projodikoro. f'p~ cit. haL 7 
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undang, sehingga dapat dikatakan bahvia pei:janjian dan undang-undang itu 

merupakan sumber suatu ikatan_ 

Dasar hukum dari persetujuan adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber 

perikatan yang lahir karepa undang-undang dapat dibagi 2 (dua) pengertian yaitu: 

J _ Undang-undang s<>:ia 

2_ Undang-undang karena perbuatan orang 

Karena undang-undang saJa misalnya kewajiban atau hak orang tua 

terhadap anak dan sebaliknya anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak 

berken:ampuan. 

Undang-undang karena perbuatan irang dapat pula di d'1.lam 2 (dua) 

pengerttian yaitu : 

1. Perbuatan yang diperbolehkan undang-undang 

2_ Perbuatan yang melawan hukum 

Yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain 

tanpa sepengetahuan orang tersebut sedangkan perbuatan melavvan hukum adalah 

perbuatan yang merugikan orang lain_ 

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-undang 

karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam 

perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji_ Di mana seseorang tidak dapat 

dikatakan berjanji ha! sesuatu apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya 

oleh undang-undang berlaka atau dalam ha! perbuatan me!awan hukum secara 

bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan 
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memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau 

perjanjian. 

Perihal hukum perjanjian sebagai termuat dalam Buku II! KUH Perdata 

yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas 18 (delapan 

belas bab (Bab I -- XVfl!). Bahl sampai dengan IV mengatur tentang: 

I. : Perikatan pada umu.mnya 

l L : Perikatan yang lahir dr!ri pe~ianj ian 

Ill. Perikatan yang lahir dari undang-undang 

lV. Mengatur tentang hapusnya perikatan 

Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur ientang perjanjian-

pe~janjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanji:m-pe~janjir!n yang selalu 

terjadi dalam masyL!rakat dan laz.im disebut pe1janjian bemama. 

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan da!am Buku JH antara yang diatur 

pada Bab [ sampai dengan BAb IV adalah mengatur tentang pokok-pokok 

perika!an, sedangkan Bab V sampai dengan Bab XV!U memuat pemb{lhasan !ebih 

lanjut, kadang-kdang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari 

Buku III tersebut pada dasamya berlaku terhadap semua per:janjian, baik bemama 

rnaupun yang tidak bemama. 

Misa!nya Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya 

perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang aaa dalam Bab V 

sampai dengan Bab XVHfl. 

Sistem dan asas yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata adalah 

sistem terhuka dan berbeda dengan sistem tertutup yang terkandung da!am Buku;, 

II, di mana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan 
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oleh undang-undang. Sistem terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan 

lain pada yang lain telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi dengan kata lain 

bahwa Buku !!I tersebut meng<:tur secara tersendiri , ~tau dapat juga di se but asas 

kebebasan berkontak dalam mernbuat perjanjian (Beginsel Der Contracts 

Vrijheid). 9 

A~as kebcbasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasa l 1338 ayat (l) 

yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa 

untuk membuat perjanjian macam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum 

dan kesusilaan. Pe\vrkataan semua sebagai tertera di dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata tersebut dapat pula kita anggap sebagai suata perr.yataan-pemyataan 

lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat. 

Selain menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, 

JUga pasaJ-pasa! dari hukum pe~janj!an merupakan hukum pe!engkap atau 

aanvullende recht yang mengandung arti bahwa pasal-pasa! dalam hukum 

perjaajian itu boleh masuk disingkatkan manakala dikehendaki o leh pihak yang 

mernbuat pe~janjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian 

tersendiri atau ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasa!-pasal hukum 

perjanjian. Jadi undang-undang hanyalah baru berarti bagi pihak-pihak yang 

sa!ing mengadakan janji itu sendiri di dalam pe~janjian yang m'creka buat. Maka 

diartikan di sini bahwa rnereka mengenai soal yang satu ini akan tunduk kepada 

undang-undang. '\) 

" Subekti, f, Op.cit, hal. I 05 
10 Ibid, ha!. 105 - 106 
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Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut di atas nyartalah 

berlainan sistem te11utup, sebagaimana yang dianut dalam Buku lL KUH Perdata, 

di mana pam pihak tidak menentukan lain selain yang telah ditentukan da!am 

undang-undang. 

Di samping sistem terbuka dari hukum perianjian, juga mengandung suatu 

pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-pe~janjian 

khusus yang telah diatur seperti yang kerap ka!i ditimbulkan da!am p:-aktek sehari-

hari ataupun karena kebiasaan. 

Suatu ha! sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum 

atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok 

dari pada perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya 

adalah konsensuil. Penganggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang 

dari hukum pet:ianjian da!am KUH Perdata. yang mengandung pengertian bayh\va 

pada asasnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau 

dengan kata lain perjanj ian itu te!ah sah apabila terlah tercapai sepakat mengenai 

hal-hal yang pokok tidaklah diperlukan suatu formalitas. 

Sepakat mengenai hai-hal yang pokok misa!nya antara calon pembe!i dan 

calon penjual telah tercapai sepakat n1engenai barang-barang dan harganya. Maka 

dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua te!ah tercapai sepakat 

mengenai yang pokok dan perjanjian jual beli itupun sudahlah dilahirkan dengan 

sega la akibat hukumnya. 11 

Perihal tercantumnya asas konsensualitas dalam hukum perJan_pan 

lazimnya disimpulkan bahwa Pasal 1 : :17.0 KUH Perdata yang menyebutkan salah 

11 
Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbil Alumni, Bandung (sclanjutnya disingkat Subekii, 

HI), 2001 , hal. i 5 
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satu syarat untuk sahnya suatu pe~janjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya. 

Terhadap asas konsensua!itas yang dikandung oleh Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada 

kekecualiannya, yaitu di sana-sin! oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas 

untuk beberapa macam re.rjanjian. Misalnya untuk perjmtjian penghibahan benda 

tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris perjanjian perdamaian harus 

dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya. 

Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau bentuk 

earn tertenht sebagaimana sudah kita liiiat, yang dimmakan perjanjian formil. 

Apabila perjanjian ya.11g demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan 

oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum. 12 

B. Syarat San Suaru Per.ian_jian 

Unstuk sahnya suatu peijanjian harus dipenuhi ketentuan-kctentuan yang 

diatur da!am pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
' - . 

3. Mengenai suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektit: karena 

mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjaPJian, 

,, Ibid, hal. 25 
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sedangkan 2 (dua) syaf'.lt yang terakhir dinamakan syarat objeh.'1if karena 

mengenai perjanjian sendiri oleh objek dai"i perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Dengan sepakat atau juga dinarnakan per!zinan, dimaksudkan bahwa 

kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-

sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang 

dikehendaki oleh pihak y,ang satu, juga dihekendaki oleh pihak yang lain. Mereka 

menghendaki sesuatu yang sama secara timba! balik. di penjual me!"gingini 

b . . I u sesuatu a rang s1 penJ ua . 

Persetujuan at.au kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus 

dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan 

bebas dari pe!lgaruh atau tekanan yaitu paksaan. 

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-

kehendak itu mendapat pengaruh dari !uar sedemikian rupa, sehingga dapat 

mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. 

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu 

sifat daripada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek 

kata ada ha!-hal yang luar biasa yang mengal.::ibatkan salah satu pihak da!am 

perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara 

tidak bebas <lengan akibat perizinan mana menjadi pincang lidak sempuma. 14 

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang c'acat itu dianggap 

tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, di 

rnana orang yang dipa!r.sa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti 

kernauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada 

u Ibid. ha!. 17 
14 lb"d. h l ,~ I , a. -.J 
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persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang tel ah 

diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi 

syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal j 320 KUH PErdata. 

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat 

dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya per:jariJian, yaitu suatu 

paksaan ya11g membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak 

benar. 

. 
Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak 

memberikan penjelasan maupun pengertian lebih !anjut tentang apa yang 

dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat doktrin 

ya!1g mana telah memberikan pengertia:1 terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-

sifat pokok yang terpenting dari objek perjanjian itu. Dengan perkataan lain 

bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan 

yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal 

tersebut per:janjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang 

diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk mengadakan perjaqjian. 

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan dapat dijadikan alaan guna menuntut 

pembatalan peijanjian maka harus!ah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang 

yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang 

kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alaan yang cukup menduga 

adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh 

lawan atau paling sedikit pihak lawan itu sepatu!nya harus mengetahui bahwa ia 

sedang berhadapan dengan seseorang yang silap. 
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IV!isalnya si penjual lukisan harus mengetahi bahwa si pembelinya mengira 

bahwa lukisan itu adalah buah tangan dari Basuki Abdullah dan ia memberikan 

pembe!i itu da!aJn kesilapannya. Atau d?Jam ha! penyani yangmengetahui bahwa 

sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan kontrnk dengan penyani 

15 kesohor yang sama namanya. 

Kekeliruan atau kesilapan scbagaimana yang dike1m;kakan di a~as adalah 

kekeliruan t.erhadap orang yang dimaksudkan dalam pe~anjian. Jadi orang itu 

mengadakan perjanj ian justru karena i
0

a mengira bahwa penyanyi tersebut adalah 

orang yang dimaksudkannya. 

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada 

salah satu pihak terdapat gambaran y«ng sebenamya mengenai sifat-sifat pokok 

b.:rang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak 

lawannya 

Da!am ha! penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan 

melawan hukum atau sebagaimana yang diatur Pasal l365 KUH Perdata. 

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan. demikian ha! tersebut 

ditegaskan dalam pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata, Yuiprudensi dalam hal 

penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipnan 

atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan 

mengenai suatu ha! saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. 

Karena itu musiihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru 

dan membawa kerugian kepadanya. Syarat jkedua untuk sahnya suatu perjanj !an 

15 Ibid, hal. 24 
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adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penu!is kemukakan Pas?.! 1329 KUH 

Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan : 

I. Secara uumuim dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan pei:janjian secara 

sah 

2. Secara khusus dinyatakar: bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk 

mengadakan perjanji(!n tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang 

menyatakan batalnya suatu rerjanjian perburuhan apabi!a diadakan antara 

suami istri 

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa 

orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH 

Perdata ada 3 (tiga) yaitu : 

I. Anak-anak atau orang yang belum dewasa 

2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan 

3. Wanita yang bersuarni 

Ketidak cakapan mi juga ditentukan o!eh undang-undang demi 

kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. 

Ivfenurut Pasal J 330 KUH Perdata di atas wanita bersuami pada umumnya ada!ah 

tidak cakap umuk bertinda~ dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh 

undang-undang. Ia bertindak da!am !alu !intas hukum harus dibantu atau 

rnendapat izin dari suaminya. 

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepa!a rumah tangga adalah 

hesar sekali, seperti yang kita kenak dengan istilah maritale macht. 

Walau . ~ ~ emikian, melihat kemajuan zaman, di mana kaum wanita telah 

r 

berjuang membela haknya yang dikenal dengan emansipasi, kiranya sudah 
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tepatlah kebijaksanaan Mahk<!mah /-1.gung yang dengan Surat Edarannya Nomor 3 

Tahun 1963 tangga I 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal l 08 dan Pasal I l 0 

KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk me!akukan perbuatan hukum 

dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya 

sudah tidak ber!aku !agi. 

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong 

tidak cakap ini, pembatasaln perjanjian harll s dapat dilakukan o!eh mereka yang 

dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa 

pe~janjian ini dibata!kan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itui 

sendiri, akan tetapi apab!la pihak yang tidka cakap itu mengadakan bahwa 

perjanjian itu bedaku pem1h bkonsekuensinya ada!ah segala akibat dari perjanjian 

yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak 

berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak 

yang merasa dirugikan. 

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam kecakapan membuat 

suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, 

kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada 

hakekatnya selalu mengejar 2 (dua) tLtjuan yaitu : 

1. Rasa keadilan satu pihak 

2. Ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain 

Maka demikianlah bilamana dari sudut tujua.'l hukum yang pertama ialah 

mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu 

perjanjian dan nantinya terikat o!eh pe~janjian itu harus pu!a mempunyai cukup 

kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung jawab yang hams dip!kulkan dan 
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tujuan yang satu ini!ah akan su!it diharapkan apabila orang-orang yang merupakan 

pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang 

sakit ingatan atau pikiran yang pada umurnnya dapat dikatakan sebagai be!um 

atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung jawab itu. 

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari 

sudut tujuan hukum c!alam masyarakat, yaitu meng~jar ketertiban hukum dalam 

asyarakat. di mana seseorang yang membuat peijanjian itu pada dasamya berarti 

juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logi'> apabila orang-orang 

yang dzpat berbuat itu ada!ah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak 

berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Di mana kenyataan yang demikian 

itu tidak!ah terdapat da!am arti orang-orang yang sungguh tidak dit1ruh di ~awah 

pengampunan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab 

!ainnya maupuin pada diri orang-orang yang masih di bawah umur. 

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya 

hal tertentu yang diperjaPJikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan 

harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam 

perjar~jian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasa! 1333 ayat (1) KUH 

Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidalrj menjadi syarat, asal 

saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi 

perselisihan diantara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang 

menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam pe~ianjian yang mereka 

buat itu. 
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Jika prestasi itu kabur, sehingga per: a npan itu tidak dapat di!aksanakan, 

maka dianggap tidak ada objck pe1janj ian . Aki bat tidak dipenuhi syarat 1111, 

. . . . I I J • I k . . . . ' 1r, p;;qan_pan itu oata ue1rn rn ·um (voidne1tmgJ. · 

Akhirnya sclalu syarat untuk sahnya suatu pcrjanjian itu, Pasal 1320 KUH 

Perdata menyebutkan sebagai syarat keempat ielah adanya suat.1 sebab yang halal. 

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Ata u 

seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu asas-asas hukum perjanjian, 

bahwa dengan pengcrtian caausa ada !ah bukan ha ! yang mengakibatkan hal 

sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, 

causa da!am h.ukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang 

menyebabkan adanya persetujuan itu. 17 

Selaku suatu causa dalam perjanjian. haruslah berupa causa yang halal, 

dalam arti bahwa is i perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. 

Sebagai contoh dari suatu per:_janj!a n yang 1nengandung causa 

terlarang, adalah s i penjual hany2. bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli 

mernbwrnh orang. 18 

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu pcrjanjian 

telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, 

maka apabila syarat objektiftersebut tidak dipcnuhi. perjanjian itu dapat dikatakan 

batal demi hukum . Sedangkan dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi, 

maka terhadap pe~janjian yang de mikian itu sa!ah satu pihak mempunyai hak 

untuk menuntut pe1janjian yang telah dibuat menjadi batal. 

( : . 
10 Abdul Kadir Muhammad, Hu/mm Perikatan, PeneriJil A lumni , Bandung. 1982, hal. 94 
17 

Wirjono Prodjodikoro. Azas-azas Hukum Perjanjinn. Penerbit Sumur. Bandung 
(selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, II), 1984. hal. 36 

18 SubcktL !!L Op4cit4 ha1. :!O 
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Jika prestasi itu kabur, sehingga per_1ari~pan itu tidak dapat di!aksanakao 

maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat in1 , 

pei:janjian itu batil demi hukum (voidneiting). 16 

Akhimya selalu syarnt untuk sahnya suatu pe~janjian itu, Pasal 1320 KUH 

Perdata menyebutkan sebagai syarat k~empat ielah adanya suatu sebab yang halal. 

Dengan sebab ini dimaks.udkan tiada !ain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau 

seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu asas-asas hukum pe1:janjian, 

bah'''" dPngan nPnrrertian l' ::l<>llC::l a.1 ; !ah bL11 '<> n n3l '"'l1<T mPJ1C.'lkibat1'an h<>j • ;r,...,. '"'ll"- • L 1-""-"""-b 1L .._ _.,... ........... ....,....... .......... ~ ..... ti'._ .... , • .. • .) ....... 'b ._, ..... 1L bG ...._, .,I'\ .. ,.._ ._, ... 

sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, 

causa da!am hukum pe~janj ian adalah isi dan tujuan suatu pi:rsetujuan, y'.:lng 

menyebabkan adanya persetuju::m itu. 17 

Se!aku suatu causa daiarn perjanjian, harus!ah berupa causa yang halal, 

dalam arti bahwa isi pe~janjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. 

Sebagai contoh dari suatu peijaPjian yang mengandur.g causa yang 

terlarang, adal:lh si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli 

rnembuniih orang_ 18
, 

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian 

telah penulis kemukakan teriebih dahulu, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, 

maka apabila syarat objektif tersebut tidak dipenuhi, pe~janjian itu dapat d!katakan 

batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi, 

maka terhadap pe~janjian yang demikian itu sa!ah satu pihak mempunyai hak 

_ untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal. 

~~~~~~~~~~~~( ) _ . 
1 ~ Ab<lui Ka<lir Muhammad. h 1ukum Perikatan . Penerbit Alumni, Bandung, l 982, hai. 94 
17 Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur, Bandung 

(selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro, II) , 1984, hal. 36 
:g Suhck1i, llL Op.cit. ha!. 20 
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De!1gan perkataan lain, bahwa bi!a syarat subjektif tidak dipenuhi rnaka 

dapat dituntut pernbatalannya, sedangkan bi la syarat subjektif yang tidak dipenuh! 

maka pe~ja!1jian itu baml demi hukum. 

C. Jenis-.ienis Perjanjian 

Dikarcnakan hukum perJan_pan itu adalah mcrupakan peristiwa hukum 

yang se!a!u terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari 

segi yuridisnya, hukum perjanjian itli ientunya mcmpunyai perbedaan satu sama 

lain da!am arti kata bahwa pe~janjian yang berlaku da!am masyarakat itu 

mempunya1 coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk 

perjanjian itu merupakan bentuk atau jenis dari pe~janj ian. 

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci 

dalam undang-undang, akan tetapi da!am pemakaian hukum pe~jaajian oleh 

masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis 

yang berbeda tentunya. 

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokan sebagai berikut: 

l. Pe~janjian Timbal Balik 

Perjanjiail timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban 
I 

kepada kedua be!ah piha.I(. Misalnyajual-beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini 

penulis menguraikan tentang apa itujual-beli. 

Jual-beli ada!ah suatu perjanjian bertimba1 ba!ik di mana pihak yang satu (si 

pe11jual) be1janji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang 

pihak l:'.::mwa (pembe!i) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas 

I 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 
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Dari sebutan jua!-beli ini tercermin kepada kita memper!ihatkan dari satu 

pihak perbuatan dinamakan rnenjual, sedangkan di pihak lain dinamakan 

pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah dengan istilah Bebnda 

Koop en verkoop yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu 

Verkoop (menjual) sedangkan koop adalah membeli .19 

2. Pcrjanjian Scpihak 

Pe~janjian sepihak m~rupakan kebalikan daripada perjanjian timbal balik. 

Perjanjian sepihak' adalah pe~janjian yang memberikan kewajiban kepada 

(satu) pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya perjanjian hibah. 

Pasal !666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan 

adalah suatu perjanjian dengan mana si per,ghibah di waktu hidupnya dengan 

Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kemba!i menyerahkan suatu 

barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 

Pe~janjian ini _iuga se!alu di sebut dengan perjarijian Cuma-Cuma. Yang 

menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak 

atau salah satu pihak. Prestasi berupa benda benvujud berupa hak, misalnya 

hak untuk menghuni rumah. 

3. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Dengan .iiJasan Hak Yang Membebani 

Per:janjian Cuma-Cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi 

lre11nt11nw;in pada- 1 fcatu) pih<ll- mi"'"'n)'"' peri ,.nii <> n n"1ni'am' P"lc".l P<>sal 1740 ... _ . .. " ........ ~-·· • , ...... .... • ............ , ............... - "J- .., ....... 1~ ... ~ ... -· .. ~ • ..._ - .. 

KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian 

dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang 

lainnya, untuk dipakai dengan Cuma-Cuma dengan syarat yang menerima 

IY Subekii , A neka Perjanjian , Penerbit Alumni , Bandung (selanjutnya disingkat Subekti 
lV), 1982, hal. 14 

24 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



barang ini setelah memakainya atau setelah !ewatnya waktu tertentu akan 

rnengembalikannya kembali. 

Sedangkan pe~i anjian atas bebu.n atau alas hak yang membebani ada!ah suatu 

perjanjian dalam rnana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu 

terdapat kontra prestasi dari pihak !ainnya dan antara kedua prestasi ini ada 

hubungaP.nya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban 

pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbatan). Misalnya 

A menyanggupi memberikan kepada B s~jurnlah uang jika B menyerah 

lepaskan suatu barang tertentu kepada A. 

4. Perjanjian Bemama dan Pe~janjian Tidak Bemama 

Petjanjian bemama ada!ah perjaniian yang mempunyai nama 

maksudnya ba.hgwa perjanjian itu mernang ada diatur dan diberi nama oleh 

undang-undang. lvfisa!nya jua!-beli, perjanjian 

pertanggungan, pmJam pakai dan lain-lain. Sedangkan pe(janjian tidak 

bernarna ada!ah merupakan suatu pe~1 an_pan yang munculnya berdasarkan 

praktek sehari-hari. Contohnya pe(janjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini 

tidak terbatas banyaknya. Lahirnya pe~janjian ini dalam praktek adalah 

berdasarkan adanya suatu asas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan 

suatu pei:janjian atau yang Jebih dikena! Party Otonomie, yang berlaku di 

dalam hukum perikatan. 

Contohnya A ingin membe!i barang B, tetapi .A mempunyai uang seka!igus, 

dalam hal ini B si empunya barang mengijinkan A untuk mernpergunakan 

barang tersebut sebagai penyewa dan apabi!a dikemudian hari ,A. mempuny:-,; '. 

uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih 
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dahulu barang tersebut. Perianjian seyva-be!i itu adalah mempakan ciptaan 

yang te1jadi dalam praktek. 

Hal di atas tersebut, mernang diizinkan oleh undang-undang sesuai dcngan 

asas kcbebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (I) KUH 

Perdata. Bentuk pe~janjian sewa-beli ini adalah ~uatu bentuk perjanjian jual-

beli akan tetapi di lain pihak ;a juga harnpir berbentuk suatu pe~janjian scwa-

menyewa. Meskipun ia mcrupakan campuran atau gabung<m daripada 

. 
pe~j<1njian jual-beli dengan suatu pe~janjian sewa-menyi.:wa tetapi ia lebih 

condong dikem11kakan semacam sewa-menyewa. 

5. Pe~janjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator 

Perjanjian kebendaan ada!ah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam 

perjanjian jual-beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan pe~janjian 

obligator. Pe~janjian obligatir adalah perjanjian yang menimbu!kan perikatan, 

artinya sejak te~jadinya pe1janjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. 

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang dipe1:jual be!ikan masih 

dibut11hkan suatu lembaga, yaitu lernbaga penyerahan. Pentingnya perbedaan 

antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian obligator ada!ah untuk 

mengetahui sejauh mana dalam suatu pe1:iar.jian itu teiah adanya suatu 

penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan apakah perjanjian itu sah menurut 

hukum atau tidak. 

Objek dari pe~janj ian obligator adaiah dapat benda bergerak dan dapat pula 

benda tidak bergerak, karena pei:janjian obligator merupakan perja1~jian yang 

akan menimbulkan hak dan ke;.;. :1:Fban antara pihak-pihak yang membuat 
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peqan_pan tersebut. Maksudnya sejak adanya pcr1an.11an, timbullah hak dan 

kewajiban mengadakan sesuatu. 

6. Perjanjian Konscnsual dan Perjanjian Real 

Per:janjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya 

persetujuan kehendak antara ~ihak-pihak. Per:janjian real adalah pei:janjian di 

sarnping adanya pers~tujuan kehcndak juga sekaligus harus ada penyerahan 

nyata atas barangnya, m isalnya jual-be!i barang bergerak pe1:janj ian pen itipan, 

pinjam pakai. Salah satu contoh uraian di atas yaitu pei:ianjian penitipan 

barang, yang tercantum dalam Pasal ! 695 KUH Perdata yang mcmberikan 

seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bC1hwa ia akan 

menyimpannya dan rnengembalikannya dalam wujud aYtioya.2
'' 

Dari uraian dia tas tergambar bahwa per:janjian penitipan merupakan suatu 

pe1:_janjian real , jadi bukan suatu pe1:janjian yang baru tercipta dengan adanya 

suatu pemyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan. 

Setelah penulis kemukakan tentang keanckaragaman dari pe~janjian, maka 

te!ah dapat penulis kelompokan bentuk atau jenis-jenis. dari peqanJrnn yang 

terdapat dalam undang-undang maupun di lura undang-undang. 

Di samping perjanjianya
1
ng telah penuii s kemukakan di atas, terdapat lagi 

bentuk-bentuk pe~janjian khusus yang berbeda dalam penafsirannya. 

Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam bukun)1a Pendalaman 

Materi Hukum Perikatan mengungkapkan : 

"Pe:rlu dibicarakan adanya suatu per:janjian yaitu pe1ja11~jian campuran. Perjanjian 

campuran ini me:·1. rut beliau ialah pe~janjian yang mengandung berbagai unsur 

20 Abdul Kadir Muhammad, Op.cit, hal. 88 
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perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar, di sini terlihat ada 

suatu perjanjian sewa-menyewa di sarnping itu pula menyediakan makanan yang 

dengan sendirinya terbentuk pula perjanjianjual-beli. 

Dalam hal perjanjian campuran ini ada beberapa paham, yaitu : 

I. Ketcntuan-ketcntuan yang bersangkutan mengenai pe~janjian khusus hanya 

dapat diterapkan secara analogis tidak dapat diber1arkan oleh undang-undang. 

Karena untuk terciptanya suatu perjanjian itu harus jelas maksudnya, sehingga 

apabila tidka jelas maksudnya atau · isi dari pe~janjii\n itu, akan menyebabkan 

perjanjian itu menjadi tidak sah 

2. Ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dP-ri perJanJ tan yang paling 

menentukan 

3. Ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu 

adalah kctentuan undang-undang yang berlaku untuk itu21 

D. Rak dan Kewajiban Para Pihak 

Jika ada 2 (dua) orang mengadakan perjanjian, maka masing-masing 

mereka bertujuan untuk mempeorleh prestasi dari pihak lawannya. Prestasi 

tersebut dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat 

sesuatu. Perjanjian ini dinuat dengan maksud upaya dilaksanakan dan umumnya 

memang dilaksanakan. Masing-masing pihak harus melaksanakan apa yang 

disetujui dengan tepat. 

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang be~janji 

pf ;\~"1 .scscorang lain atau di mana seorang saling beijanji untuk melaksanakan 

Hukum -- USU. Medan, l 982. hal. 64 
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sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjik:in untuk dilaksanakan, perjanjian itu 

dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu : 

I. Perjanjian untuk memberikan, menyerahkan suatu barang 

2. Pe~janjian untuk berbuat sesuatu 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 

Hal yang seharusnya dilaksanakan itu disebut prestasi. 

Dalam enentukan batas antara memberi dan berbuat sermg kaii 

rnenimbulkan keragu-raguan. Walaupun menurut tata bahasa bahwa memberi 

adalah berbuat. akan tetapi pada umumnya yang diartikan dengan memberi adalah 

menyerahkan hak milik atau memberi kenikmatan aras sesuatu benda. Misalnya 

penyerahan hak milik atas sebuah rumah atau memberi kenikmatan atas barang 

yang disewa kepada si penyewa. Adapun yang dirnaksud dengan berbuat adalah 

setiap prestasi yang bersifat positif yang tidak berupa materi , misalnya melukis. 

Perjanjian untuk menyerahkan, memberikan sesuatu misalnya jual-beli, 

tukar-menukar. penghibahan (pemberian). sewa-menyewa, pinjam pakai dan lain

lain. 

Perjan.iian untuk berbuat sesuatu misianya perjanjian untuk membuat 

sesu ~tu lukisan, pe~janjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu grasi dan 

lain-lain sebagainya. Pe1janjian untuk tidka berbuat sesuatu misalnya perjanjian 

untuk tidak membuat tembok, pe~janj ian u11tuk tidak mendirikan suatu perusahana 

yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan sebagainya.22 

Dalam hukum pe~janjian, bagaimana jika salah satu pihak tidak menepati 

jan_iinya, di mana salah satu pihak tidak dapat me\\judukan prestasi yang telah 

22 R. Sctiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 
2 - 3 
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dijanjikan ? Mengenai peqan.11an untuk menyerahkan sesuatu, tidak terdapat 

petunjuk dalam undang-undang.Sedangkan dalain pe~1an_pan untuk berbuat 

sesuatu dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, maka jika salah satu pihak 

wanprestasi , perjanjian itu dapat dicxecutive secara riil. Artinya pihak yang lain 

dapat merealisasikan apa yang menjadi hak mcnurut pe~janjian. 

Bila para pihak tidak mtnienuhi perjanjian itu, maka perjanji:in itu batal, 

sehingga salah satu pihak yang terikat dalam pe~janjian itu tidak terdapat hak 

untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya menurnt undang-undang. 

Dengan demikian si kreditur menurut undang-undang boleh dikuasakan 

supaya dia sendirilah mengusahC:tkan pelaksanaannya. Atau si kredituir bcrhak 

menuntut penghapusan segala s~uatu yang yang telah dibua~ berlawanan dengan 

per:janjian, dengan tidak mengurangi haknya untuk ganti kerugian. Misalnya 

tembok yang didirikan dengan melanggar perjanjian, dapat dirobohkan. 

Dalam mengadakan suatu pe~janjian, biasanya orang tidak mengatur atau 

menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Mereka hanya 

menetapkan hal-hal yang pokok saja, jadi untuk melaksanakan suatu perjanj ian 

seharusnya lebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian 

tersebut. Menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-rnasing pihak. 
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E. Akibat-akibat Suatu Peri~tao 

Dalam pasal 1338 KUH Perdata ditentukan bahwa semua persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu dan harus.dilaksanakan dengan itikad baik. 

Dad uraian di atas dapat kita lihat, bahwa pe~janjian itu berlaku sebagai 

undang-unda11g bagi yang memhuatnya· atau harus ditatati sebagai menaati suatu 

undang-undang. 

Apabila salah satu pihak melanggar janji yang mereka buat, maka sama 

saja dengan dia melanggar suatu keten~uan undang-undangg. Dengan demikian 

dia yang melanggar janji tersebut dapat dikenakan sanksi hukum tertentu. 

Suatu pe~jan_iian yang dibuat secara sah mengakibatkan perjanjian

pe~janjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Dan 

apabila salah satu pihak menarilmya kembali harus memperoleh persetujuan dari 

pihak yang lain (pihak yang terikat dalam perjanjian itu) . Tetapi, suatu pe~janjian 

dapat ditarik kembali secara sepihak. bila ada alasan-alasan yang cukup menurut 

undang-undang. 

Misalnya: 

1. Perjanjian sewa-rnenyewa yang dibuat secara tertulis (P'asal 1574 KUH 

Perdata). Hal ini berlaku pada perjanjian yang bersifat terus-menerus · 

2. Perjanjian pemberian kuasa Pasal 1817 KUH Perdata, di mana si penerima 

kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan 

penghentian kepada si pemberi kuasa 
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Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa suatu pe1janjian yang telah 

dibuat secara sah oleh para pihak, tidak dapat dicabut kembali oleh salah satu 

pihak saja kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 

Tetapi jika dipei:janjikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh parea pihak 

tersebut boleh dibatalkan oieh salah satu pihak, maka dalam hal ini dapat 

diperbolehkan sepanjang t,idak melanggar ketertiban umum can kesusilaan dan 

tidak bertentangan dengan hukum. 
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BAB III 

PERIHAL PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS 

A. Pengertian Pcrjanjian Tcraupetik M.edis 

Dalam pcmbahasan ini pcrjanjian teraupetik medis pada suatu rumah sakit 

Jigolongkan dalam bentuk pelayanan kedokteran karena perJan.11an teraupetik 

rnedi di rumah sakit dilakukan oleh seorang dokter. 

Secara yuridis seorang dokter sebagai salah satu unsur pelayanan 

kesehatan di rumah sakit dalam menjalankan tugasnya masuk ruang lingkup 

perburuhan sebab ada nak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah opihak 

di mana yang satu melakukan peke~jaan dan untuk itu ia mendapatkan upah. 

Namun secara politis, seorang dokter dalam melaksamkan pekerjaannya 

tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup perburuhan, sebab ia dalam 

menjalankan tugasnya berdasarkan rasa kemanusiaan yang tinggi, tidak pandang 

bulu, kaya atau miskin, sehingga dalam menjalankan tugasnya ia bahkan 

rnenyediakan waktu yang panjang bagi seorang pasien. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa antara rurnah sakit dan pasien ada 

persetujuan/perjanjian, karena pasien menyatakan dirinya memerlukan bantuan 

rumah sakit melalui tenaga medisnya (termasuk dokter) untuk rnemulihkan 

kesehatannya dan dokter rnenyatakan bersedia menolongnya/rnengobatinya. 

Terutarna dalam masalah operasi, rumah sakit biasanya mengadakan 

pe~janjian teraupetik medis dari pasien (keluaraganya). Dalam perjanjian 

teraupetik medis tersebut pasien menyataka!l setuju untuk dilakukan operasi atas 
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dirinya sesuai dengan apa yang di sepakati dari perjanjian teraupetik medis operasi 

itu. 

Sedangkan perjanjian teraupetik medis antara rumah sakit dengan pasien 

yang tidak dapat memberikan persetujuannya untuk diperasi atau untuk diobati 

bisa timbul karena pasien tersebut misalnya menderita sakit jiwa, pingsan (tidak 

sadarkan cliri) , clan masih di bav1ah umur. Pada umumnya pas ien-pasien seperti ini 

diwakili oleh wakiL wali ataupun pengampunya. Maka persetujuan atau perjanjian 

teraupetik medis dihenarkan oleh hukum bila ditanda tangani oleh pihak yang 

bersangkutan seperti di atas. 

Perjanjian teraupetik medis dalam hal penyakit pasien tidak memerlukan 

operasi biasanya tidak sacara tertulis. Dari uraian di atas dapatlah dimengcrti 

bahwa perjanjian teraupetik medis r.dalah ssebuah pe1janjian di bidangpelayanan 

kesehatan dari diambilnya tindakan medis oleh ahli medisterhadap seseorang yang 

akan dilayani kesehatannya. Perjanjian teraupetik medis meliputi tindakan chek 

up sehingga tindakan operasi atas diri pasien. 

B. Bentuk Dari Perjanjian Teraupetik Medis 

Pe1:janjian teraupetikmedis dapat dilakukan secara tegas atau diam

diam. Secara tegas dapat disarnpaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan 

ataupun tertulis. Perjanjian teraupetik medis secara tertuli s adalah bentuk yang 

pa ling tidak diragukan. Akan tetapi, jika dilakukan secara lisan juga sah, kecuali 

Rda syarat hukum tertentu yang menuntut perjanjian teraupetik rnedis tertulis 

untuk prosedur tertentu . 
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Jadi perjanjian teraupetik medis dapat dinyatakan secara lisan, bahka.11 

dapat dinyatakan dengan sikap menyerah pada prosedur yang telah 

dispesifikasikan. Dilihat dari pennasalahannya menurut kategori King, sebenamya 

yang perlu disoroti dalam penerapan doktrin hukum perjanjian tcraupctik medis di 

Indonesia adalah cara diiakukannya pernyataan kehendak yang isinya berupa 

pc~janjian teraupetik me~dis termaksud. Hal ini erat kaitannya dengan sistern 

hukum yang berlaku, khusunya di bidang hukum perikatan. 

Perjanjian teraupetik medis baik dalam pelayanan medis maupun dalam 

penelitian kedokteran jika didasarkan pada prinsip hukum perikatan, maka pada 

hakikatnya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar masing-masing 

pihak dapat memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan harkat dan 

martabatnya yaitu seb<tgai subjek hukum yang bertanggungjawab. 

Di Indonesia terdapat ketenruan mengenai perjanjian teraupetik medis 

yang digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan medis yaitu :Peraturan menteri 

Kesehatan Nomor 585/MEN.KES/PER/IX/J 989 tcntang Persetujuan Tindakan 

Medik (Medis) Apabila dilihat dari bunyi Pasal I sub (a) yang menyatakan bahwa 

dalam peraturan ini yang dimaksud dengan persetujuan tindakan medik (informed 

consent) adalah persetujuan yang dibenkan oleh pasien atau keluarganya atas 

dasar penjelasan mengenai tindakan !TI(;dik yang akan dilakukan terhadap pasien 

tersebut. 

Sehubungan dengan cara pemyataan kehendak menurut hukum, maka 

adanya perjanjian teraupetik medis dari pasien dapat dilakukan antara lain: 

l. Adanya bahasa yang sempurna dan tertulis 

2. Dengan bahasa yang sempurna secara lisan 
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3. Dengan bahasa yang tidak sempuma assal dapal diterima oleh pihak lawan 

4. Dengan bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak laawan 

5. Dengan diam atau m~mbisu tetapi asal di!)ahami atau diterima oleh pihak 

law an 

Oleh karena itu, bentuk pe~janjian teraupetik medis dapat dikategorikan 

sebagai berikut : 

I . Dengan pemyataan (expression) yaitu dapat secara lisan (oral) dan dapat 

secara tertulis (written) 

2. Dianggap diberikan, tersirat (implied or tacit consent) yaitu dalam keadaan 

biasa (normal) dalam keadaan gawat darurat 

C. Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sak.it 

Hubungan antara dokter dan pasien ditinjau dari segi hukum mempunyai 

kedudukan yang sama atau berimbang. Untuk itu dalam hubungan pasien dan 

dokter, hukum perlu membuat keserasian antara kepentingan pasicn dan dokter 

dalam penempatan hak dan kewajiban masing-masing. Jika dikatkan dengan 

kondisi masyarakat yang semakin kritis dengan daya nilainya makin meningkat, 

maka salah satu masalah yang akan dihadapi adalah penonjolan hak dan 

kewajiban masing-masing yang berarti sudah memasuki bidang etika yang 

Tetapi seperti telah disinggung sebelumnya bahwa antara dokter sebagai 

pemberi pclayanan kcschatan dan pasicn sebagai pcncrima pcl::iyanan rnc-rnpunyai 

I \ 
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kedudukan yang sarna. Oleh sehab itu baik dokter maupun pasien sama-sarna pula 

mempunyai hak dan kewajiban tertentu. 

Mengcnai hak dan kewajiban pasien dapat dikemukakan sebagai bcrikut : 

1. Hak-hak Pasien 

a. Hak atas informasi 

b. Hak memberibm pe<rsetujuan 

c. Hak memilih dokter 

d. Hak memiiiki sarana kesehatan (RS) 

e. Hak atas rahasia kedokteran 

f Hak menolak pengobatan/perawatan 

g. Hak menolak suatu tindak« medis tertcntu 

h. Hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan (di RS tersedia fonnulir 

keluar paksa) 

1. Hak atas second opinion (hak untuk mendapat keterangan dari beberapa 

dokter) 

.J. Hak rnelihat rekam medis/hak "inzage" rekarri medi s 

k. Butir a dan b dinamakan informed consent24 

2. Kewajiban Pasien 

a. Memberikan keterangan, penjelasan sebanyak mungkin tentang 

penyakitnya 

b. Mentaati petunjuk dan instruksi dokter 

c. Mentaati aturan rumah s~kit 

d. Memberikan imbalan jasa kepada dokter 

24 H.T. Syansul Bahri, Dilema Kontrak Pera.watan Dala1n perspektif Huku1n Keselt.atan, 
Pidato Pengukuhan Guru Bcsar di Fakultas Hukum USU, Medan . 1998, hal. 27 
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e-. Melunaskan biaya rumah sakii 

Mengenai hak dan kewajiban dokter dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Hak-hak Doktcr 

a. Hak untuk bekerja menurut standar medik 

b. Hak menolak melakukan suatu tindakan medik karena sccara profesional 

tidak dapat mempertanggung jawabka.-inya 

c. Hak untuk menolak suatu tindakan medik yang menurut suara hatinya_ 

(concience) tidak baik 

d. Hak mengakhiri hubungan dengan seorang pasien jika ia menilai bahwa 

kerjasama pasien dengan dia tidak ada gunanya (geen zinvolle samen 

werking) 

e. Hak atas privacy dokter 

f. Hak atas informasi/pemberitahuan pertama dalam mengahdapi pasien yang 

tidak puas terhadapnya (itikad baik pasien//i:iir play) 

g. Hak atas balas jasa 

h. Hak atas pemberian penielasan lengkap oleh pasien tentang penyakit yang 

dideritanya 

1. Hak untuk membela diri 

J. Hak memilih pasien 

k. Hak menolak memberikan keterangan tentang pas1en di pengadilan 

(verschoningrecht van arts)25 

25 Ibid. hal. 29 
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2. Kewajiban Dokter 

a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi soail pemeliharaan kesehatan 

(health care) 

b. Kewajiban ytang berhubungan hak pas1en. tennasuk kewajiban profesi 

seorang dokter untuk selalu memperhatikan dan menghormati semua hak 

pasien 

c. Kewajiban yang berhubungan dengan standard profesi kedokteran dan 

kewajiban yang timbul dari standar rrofesi kedokteran26 

Dari uraian tentang hgak dan kewajiban pasien dan dokter seperti telah 

disebut di atas, maka hak-hak dpkter dalam pelayanan kesehatan atau tindakan 

medik adalah merupakan kewajiban dari pasien dan hak-hak pasien adalah 

merupakan kewajiban dokter terhadap pasien. 

Sehubungan dengan hak dokter dari pasien berupa biaya pelayanan 

kesehatan yang diberikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dokter 

(56%) 2 (dua) kali Jebih banyak menyatakan tidak ada kesepakatan biaya tindakan 

kesehatan dari pihak pasien (28%).27 

Dengan mengetahui hak dan kewajiban dokter dan pas1en akati dapat 

menghindari hal-hal yang merugikan dokter dan pasien dalam tindakan medik 

yang dilakukan. Selanjutnya dengan pengaturan hak dan kewajiban tersebut 

secara hukum akan dapat memberi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. 

Di bidang kepastian hukum dan perlindungan hukum, pada {Pasal 53 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur sebagai berikut 

26 Ibid, ha!. 29 
27 Veronica Komalawati, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Sinar Harapan, 

Jakarta. 1989, hat. 82 
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I. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam 

rnelaksanakan tugas sesuai dengan profesinya 

2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tJgasnya berkewajiban untuk 

memenuhi standard profeasi dan mcnghonnati hak pasien 

3. Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan 

tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan 

keseiamatan yang bersangkutan 

4. Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak as1en sebagaimana 

dirnaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan p:!merintah 

Pada Pasal 55 ditentukan pula sebagai berikut : 

1. Setiap orang berhak atas ganti rugi akiibat kesalahan atau kelalaian yang 

dilakukan tenaga kesehatan 

2. Ganti rugi sebagaimanan yang dimaksud dalam ayat (I) dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit mempunyai kewenangan atas 

pasiennya, tetapi bagaimana pula kewenangan tersebut diperoleh. Hingga kini kita 

belum ada persesuaian pendapat bagaimana hakekat dari hubungan tersebut. 

Dari hasil penelitian di Rumah Sakit Pimgadi Medan mendapatkan suatu 

alasan bahwa klien percaya kepada rumah sakit dalam suatu usaha si pasien untuk 
• 

menyembuhkan penyakitnya. 

Hal ini dapat kita lihat dalam hat seseorang menderita penyakit yang 

cukup serius seperti terkena wabah rnuntaber misalnya. Di mana p(lsien tersebut 

datang ke erumah sakit untuk mendapatkan usaha penyembuhan atas penyakitnya. 

Rumah sakit secara sponrntan mengerahkan ahli medisnya untuk memberikan 
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pengobatan terhadap pasien tersebut tanpa didahului pertanyaan dari ahli medis 

tentang setuju atau tridak:nya si pasien tersebut. Hal ini disebabkan adanya rasa 

kepercayaan pasien terhadap rumah sakit tersebut sebagai suatu usaha untuk 

mcnyembuhkan penyakitnya. 

Oleh karena itu dalam menjatankan kewajibannye rumah sakit 

berkewajiban semaksimal mung:kin bekerja serapi mungkin atau berusaha untuk 

melayani pasien semaksimal dan harus berhati-hati sepenuhnya daiarn rneberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien. 
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BAB IV 

HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PERJAN.IlAN 

TERAUPETIK MEDIS 

A. Tanggung Jawab Dokter Dalmn Pelaksanaan Pelayamrn Pasien 

Apabila perjanjia1;1 pe\ayanan kesehatai1 terhadap pasien dipandang sebagai 

pe1janjian yang bertumpu pada hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk 

mendapatkan informasi, maka tanggung jawab dokter sebagai tenaga kesehatan 

pada sebuah rumah sakit dimaksudkan sebagai alat untuk memungkinkan 

penentuan nasib sendiri berfungsi dan hak atas informasi terpenuhi dalam 

pekerjaan dokter. 

Didasarkan pada latar belakang digunakannya istilah tanggung jawab 

dokter maka disyaratkan tanggung jawab dokter ini dimaksudkan untuk 

rnelindungi hak individual pasien dari tindakan tidak sah atas integritasnya oleh 

dokter dan juga dapat melindungi dokter dari tuntutan pelanggaran hak atas 

integritas pribadi pasien tersebut. 

Kemudian, didasarkan pandangan bahwa tanggung jawab doktcr dapat 

menjadi doktrin hukum apabila adanya kewajiban hukum dokter untuk 

memberikan informasi dan kewajiban untuk mendapatkan pcrsetujuan, maka para 

dokter di Indonesia melalui organisasi profesinya mengu'sulkan dibuatnya 

peraturan yang mengatur kedua kewajiban i.tu. 

Dari kenyataan di lapangan maka timbul persepsi di kalangan para dokter 

terhadap tanggung jawab tersebut bahwa tam l'aknya kewajiban itu hanya 

membebani pihak dokter, sedangk:an resiko yang dihadapi dalam pelayanan medis 
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tertentu cukup tinggi. Dalam hal ini tanggung jawab dokter diartikan sebagai 

perwujudan prinsip mengutamakan kcpentingan pasien, tetapi kepentingan itu 

sendiri seolah-olah terabaikan. Selain itu adajuga yang menafsirkan bahwa karena 

tanggung jawab dokter yang secara tertulis telah disetujui oleh pasien dapat 

dijadikan alat bukti, maka berarti dapat membebaskan dokter dari tuntutan resiko 

yang timbul dari tindakan .yang ~idak dilakukan oleh dokter. Padahal justru ha! ini 

merupakan suatu tindakan yang tidak patut, karena bertentangan dengana sas tidak 

. 
merugikan. Didasarkan asas tidak merugikan maka disyaratkan perlindungan 

hukum justru bertujuan agar dokter dapat menghindarkan resiko yang sekecil 

apapun demi kepentingan pasiennya. 

Sehubungan dengan itu, salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi 

tanggung jawab dokter terhadap tuntutan pasien, maka di dalam bentuk 

perlindungan hukum secara tertulis dicantumkan syarat bahwa dokter tidak akan 

dittntut di kemudian hari. Svarat yang dimaksudkan antara lain menyatakan 

bahwa: 

I. Pasien menyadari sepenuhnya atas segala resiko tindakan medik yang akan 

dilakukan dokter 

2. Jika dalam tindakan medik itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka 

pasien tidak akan mengadakan tuntutan apapun di kemudian hari 

Selain itu, untuk rnemenuhi kewajiban memberikan informasi, maka 

dicantumkan pula pemyataan dari dokter yang menyatakan bahwa telah dijelaskan 

sifat, tujuan serta kemungkinan (resiko) akibat yang timbul dari tindakan medik 

tersebut kepada pasien atau ke\1 ~\rganya. Dengan demikian, dokter yang 

bersangkutan juga menanda tangani formulir persetujuan tindakan medik tersebut. 
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Sehubungan dengan itu, jika pasien menolak dialkukannya suatu tindakan medik 

tertentu, maka pasien dan/atau keluaragnya diwajibkan untuk mengisi surat 

pemyataan penolakan. 

Di dalam Pasa I 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

585/MEN .KES/PER/IX/l 989 hanya disebutkan bahwa informasi yang diberikan 

mencakuo keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang dilakukar. dan 

disampaikan secara lisan. Akan tetapi, selanjutnya disebutkan bahwa informasi 

harus diberikan secara jujur dan benar: kecuali bi la dokter menila; bahwa hal itu 

dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Hal ini menimbulkan penafsiran, 

bahwa sebagai pengecualian yaitu jika ktpentingan kesehatan pasien 

menghendaki maka informasi dapat dilakukan secara tidakjujur dan benar. 

Dengan demikian, kecenderungan para dokter untuk menyembunyikan 

infonnasi tentang penyakit dan pengobatan dalam berbagai hal mendapat dasar 

pembenaran secara yuridis. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dalam pelayanan 

medik, untuk itu perlu pemahaman terhadap sifat khusus pelayanan medik, yaitu 

sebagai oemberian pertolongan didasarkan sikap sating percaya. Agar dokter 

dapat memberikan infonnasi yang benar, maka baik informasi yang doberikan 

Jangsung oleh pasien kepaJa dokter ataupun informasi yang diperoleh atas usaha 
' 

dokter terhadap pasiennya juga garus didasarkan kebenaran. lnfom1asi yang bcnar 

rnengenai keadaan pasien itu sangat besar manfaatnya dalam penentuan diagnosa, 

tetapi dan prognosisi yang diperlukan pasien. 

Oleh karena itu, jika pasien dalam keadaan sadar, tetapi ada keluarganya 

maka informasi masih d~;:: '.1t. diberikan kepada keluarga pasien, akan tetapi jika 

r 
pasien tidak didampingi oleh keluarganya dan dalam keadaan tidak sadar, maka 
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berarti untuk sementara pasien tidak memerlukan infomiasu tetapi membutuhkan 

pertolongan segera. Di sinilah peranan pemberi pertolongan mutlak harus 

dilaksanakan dengan didasarkan prinsip yang berlaku dalam pcmberian 

pertolongan dan dengan segala resiko yang harus dipikulnya. Tidak ada 

manfaatnya, jika untuk itu dokter terlebih dahulu berupaya untuk menanda tangani 

fonnu:ir perlindungan hµkum guna menghindarkan diri dari resiko yang harus 

dipikulnya, dengan menuliskan bahwa pasien dalam keadaan tidak sadar. Pada 

hakikatnya periindungan huku:n · bukan didasarkan pemikiran untuk 

menghindarkan diri dari dari resiko atau semata-mata guna terselengaranya 

tindakan medik tertentu, tetapi justru karena tindakan medik itu mengandung 

resiko yang dapat merugikan pasien. 

Namun, dengan perkembangan iimu dan teknologi kedokteran, maka 

pt:ngumpulan informas! dcngan menanggapi keluhan pas1en yang kemudian 

dikembangkan melalui wawancara pengobatan disertai pencarian tanda-tanda fisik 

yang objektit~ sekarang berubah dengan menggunakan teknologi diagnosis 

modem untuk mengumpulkan dan mengukur fak.ta klinis. Hal ini menunjukkan 

salah satu perubahan dari bentuk diagnosis yang semula bersifat subhektif 

sekarang '.'ersifat objektif. Proses patologis diidentifikasikan oleh tes dasar, 
I 

radioaktif, scanner dan berbagai macam penyelidikan lain yang biasa dilakukan di 

laboratorium atau klinik spesialis. Keadaan inilah yang menyebabkan lebih 

diperlukannya komunikasi yang melibatkan aspek kognitif dan emosi sebagai 

proses interaksi secara keseluruhan antara dokter dan pasien selama pengobatan 

dan pera'(~ta.n , agar infonnasi hasil pemeriksaan di laboratorium dapat dimengerti 
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atau diingat oich pas1cn, guna pcncapa1an tujuan dilakukannya transaksi 

teraupetik. 

Dcngan dcmikian, komunikasi itu icbih pcnting daripada infonnasi yang 

dalam pelaksanaannya membutuhkan arus balik dari pasien, berupa pertanyaan 

ataupun komcntar yang bcrhubungan dcngan kondisi kcschatan pasien yang 

bersangkutan. 

Pada umumnya scs...:orang yang mcrasakan adanya gangguan tcrhadap 

kesehatannya danm Lelah berusaha mengalasi gangguan tersebut tetapi tidak 

berhasil, maka orang tcrscbut akan berusaha mencari pcrtolongan, oich karcna 

setiap orang bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri, maka jika seseorang 

mcnggunakan orang lain untuk mcn0iong mengatasi pennasalahan kcsehatannya, 

berarti sebagian tanggung jawabnya diserahkan kepada pemberi bantuan. Namun, 

karcna yang diminta bantuan itu scorang doktcr yang memiiiki kcmampuan 

profesional dan terikat pada norma hukum tertentu yang mengatur kewajiban 

profesionainya, maka scbagai pcrnbcri pcrtolongan dokter _juga mcmpunyai 

kewajiban profesional terlepas dari adanya permintaan pertolingan tersebut. 

Dcngan dcmikian, scharusnya pasien juga akan mcndapaikan pcrtolongan yang 

sebaik-balknya didasarkan keahlian, kewenangan serta ketelitian seorang pemberi 

jasa profcsional di bidang medik. Apalagi sesuai dengan sistcm pclayanan 

kesehatan yang berlaku di Indonesia, dokter berkedudukan sebagai abdi negara 

yang mcngcmban tugas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan 

menggunakan keahlian prof esionalnya. 

Sehubungan dengan itu, di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992 dutegaskan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan 
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tugasnya berkcwajiban untuk ;nr_~mcnuhi standar profcsi dan menghormati hak 

pasien. Untuk itu pas1en juga dilibatkan untuk bcrperan serta, sebagaimana 

ditcgaskan dalam Pasal 5 undang-undang tcrscbut, yaitu bcrkewajiban untuk ikut 

serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, 

kcluarga ataupun lingkungannya. 

Oleh karena itu, · sekal;pun pelayanan kcsehatan merupakan perjanjian 

yang didasarkan pada Pasal 1313 KUH Perdata, tetapi iebih dikcnai dcngan nama 

impanningsverbinteniY. Hal ini dimaksudkan sebagai perikatan yang objeknya 

bcrupa upaa yang hams dilakukan dcngan hati-hati dan usaha keras (met zorg en 

impanning) yang dilakukan dengan terlebih dahulu melalui injiwmed com-ent. 

Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan yang terjadi di dalam 

masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak, temyata 

hukum pcrjar~jian itu sendiri telah mengaiami perkcmbangan. Hai ini antara iain 

dapat ditemukan dalam pembedaan sumber perikatan yang tidak dapat lagi secara 

tcgas ditentukan batasnya, antara lain karcna ada kcwajiban di luar yang 

dipe~janjikan yang juga mengikat para pihak, karena perjanjian juga diartikan 

scbagai hubungan hukum dan karena ada pcngcmbangan pcngcrtian pciaksanaan 

asas itikad baik. 

Kedua sumber perikatan scbagaimana dimaksudkan dalam Pasal i 233 

KUH Perdat~ perbedaaimya tidak dapat lagi ditarik batas secara tegas karena para 

pihak dalam pcrjarJian juga terikat untuk memenuhi kcwajiban yang tidak sccara 

tegas dipe1:janjikan, tetapi yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh 

undang-undang. Hal ini mcnunjukan dari suatu pcrjanjian dapat timbul lcbih dari 

satu kewajiban hukum yang mengikat para pihak. Dengan kata lain, dalam suatu 
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pc~janpan timbul ;x.:rikatan yanc: bcr;;u111bcr dari p~rjan_pan dan pcrikatan yang 

bersum ber dari undan g-undang. 

Se lain itlL pcngcrtian l.overeenkoms;) didasarkan Pasal i 313 KUH Pcrdata, 

pada umumnya dilihat baik dari perbuatannya maupun hubungan hukurnnya, 

sehingag discbut scbagai pcrbuatan hukum bcrisi 2 (dua) (een tweezidige 

rechtshandeling) yaitu adanya perbuatan penawarnn dan penerimaan. Hal ini 

merupakan perbuatan pcndahuluan scbcium tc~jadinya pcrjanjian dan discbut 

sebagai tahap prakontraklual. Setelah itu tahap berikutnya disebut kontraktual 

yaitu saat te~jadinya kata scpakat atau pcrsesuaian pcrnyataan kchcndak yang 

menimbulkan perjanjian . Pada saat perjanjian terjadi inilah timbul perikatan atau 

hubur.gan hukumnya. Kemudian masuk pada tahap berikutnmya yang disebut 

postkontraktual yaitu tahap pelaksanaan atau penyelesaian perjanjian. 

Namun, di dalam kcnyataannya, momentum dalam proses tc~jadinya 

perjanjian itu merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

iain. Adanya penavvaran dan pcncrimaan tidak mungkin dipisahkan dari 

pencapaian kcsepakatan (konsensus) yang mengakibatkan terjadinya perjanjian. 

Di dasarkan pandangan ini, rnaka pcrbuatan hukum yang dimaksudkan 

dalam pengertian perjanjian, diartikan sebagai 2 (dua) perbuatan hukum bersisi 

satu. Olch karcna kesepakatan itu dilakukan oleh 2 (dua) subjck hukurn y1ang 

sating mengikatkan diri , maka perjanjian merupakao suatu hubungan hukum. Jadi 

pcmisahan tcrscbut di atas bcrsifat tcoritis akademis, tctapi adakalanya dipcrlukan 

dalam praktek. 

Dihubungan dengan asas itikad haik yang diccnninkan dalam Pasal 1338 

ayat (3) KUH Perdata, maka pembagian tahapan perjanjian tersebut di atas dapat 
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mcnimbulkan anggapan bahwa pcncrapan asas itikad baik dalam pcrjar~jian hanya 

pada tahap pe\aksanaan. pe1janjian, terlebih bunyi rumusannya juga menyatakan 

bahvva pci:janjian harus dilaksanakan dcngan itikad baik~ 

Oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai 

tanggunng jawab doktCi di dalam pcr_;anj1an pclayanana kcschatan bagi pasicn. 

maka di samping dilihat pari asas hukum, peraturan hukum dan pengertian hukum 

yang dapat rncndasarinya, juga pcrlu dilihat dari kckhususan yang tcrdapat dalam 

hubungan tersebut yang terletak pada su~jeknya, objeknya dan tujuannya. 

l. Subjcknya tcrdiri daii doktcr scbagai pcmbcri pclayanan mcdik profcsional 

yang pelayanannya didasarkan pada prinsip pemberian pertolongan dan pasien 

scbagai pcncrima pclayan<:m mcdik yang mcmbutuhkan pcrtolongan. Pihak 

dokter mempunyai kualifikasi dan kewenangan tertentu sebagai tenaga 

kcschatan profcsional di bidang mcdik, scdangkan pihak pasicn tidak mcmi1ik_j 

kualifikasi dan kewenangao terscbut tetapi meme1 lukan pcrtolingan jasa 

pc!aya11an profcsional doktc; yang mcno1ongnya 

2. Objeknya berupa upaya medik profesional yang bercirikan pemberian 

pcrtolongan 

3. Tujuannya adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang berorientasi 

kckcluaragaan~ mcncakup _""" ...... : ......... 1,. .......... ~ 
fJ\,,,,llJJ1!51\..QLQll 

l r r.. r . .-• .l-.."4-.-.....,, 
l'\,\.,,,:)\...lJQlQll 

pencegahan penyakit (prevent{[), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pcmuJlhan kcschatan (rehabilitat~i+"J 

Oleh karena pelayanana kesehatan dilihat dari objeknya berupa upaya 

pcmbcrian pcrtolongan, maka hasil yang dipcrolch dari pcncapaian uoaya tcrscbut 

tid ak dapat J~rn tidak boleh dijamin kepastiannya oleh dokter. Lagi pula, 
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pclaksanaann upaya mcdik terse.but tidak scr1lata-matu bcrgalitung pada 

kesungguhan Jan kecermatan dokte r dalam memberikan pelayanan tctapi juga 

dipcilukan pcran scrta pasicn dalarn kcrjasama yang baik yang hcroricntasi demi 

kepentingan pasien itu sendiri. 

Olch karcna itu pada umumnya proses tanggung jawab doktcr tcrhadap 

pasien itu diawali dengan ki;':putusan pasien dan/atau k-eluarganya untuk 

rncngunjungi scoiang doktcr, maka kunjuugannya di tcnpat praktck pribadi doktci 

atau di rurnah sakit atau klinik atau ·sarana medik lainnya dapat diyafsirkan 

bcrtujuan untuk mcngajukan pcnawaran kcpada doktcr untuk diminta pcrtolingan 

dalam mengatasi keluhan yang dideritanya. 

Langkah utama yang dilakukan ;J}ch doktcr adalah mcndapatkan informasi 

tentang diri pasien senelum dilakukan wawancara pengobatan, antara lain 

mcngcna; : 

1. Nama 

'") 1 1 ~ .. ~ 
L .. UlllUl 

3. Status perkawinan 

4. Pckcijaan 

5. Agama 

6. Tcmpat tinggal 

Pada umumnya pendataan ini telah dilakukan oleh 'pembantu dojter 

(pc.rav;:at \ sc-bc lum pasicn rnasuk kc dalam kamar pc;iksa. Dci1gan dcmikian, 

pertemuan dia\\ali dengan pembicaraan mengenai keluhan pasien. Fase_ ini dapat 

dikatcgmi k;:;.1; ~bagai fasc prakontraktual, yang dapat dimulai baik old; [asicn itu 

.;;n 
JV 
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scndiri dcngan mcnccritakan sccara sukar-cla ataupun karcna diminta doktcr ;.mtuk 

mengemukakan keluhannya. 

Sclanjutnya, doktcr akan mcnyusu;i hipotcsa yang mcrupakan dasar yang 

tcrpenting dalam diagnosa, sebab dari hasil diagnosa inilah dapat diputuskan cara 

tindakan mcdik yang pcrlu dilakukan scbaik-baiknya demi kcpcntingan pasicn. 

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan tariggung jawab dokrter terhadap 

pasicn dalam suatu pclayanan kcschatan adalah tatkala usai pas;cn 

mengemukakan keluhannya, yang kemudian diikuti derigan diagnosa tertentu 

dcngan cara pcmcriksaan baik mclalui wavvancaia maupun mclalui rcmcriksaan 

secara klinikal oleh dokter yang memeriksa pasien tersebut. Sete!ah diketahui 

pcnyakit yang pasti dari pa:;icn tcrscbut maka tindakan sclar~i~itnya adalah doktcr 

memberikan cara penanganannya kepada pasien, maka di saat dokter memberikan 

diagnosa pcngobatan bagi pasicn tcrscbut maka di saat tcrscbutlah pcrlindtmgan 

hukum terjadi. 

Dcngan dcmikian tanggung jawab tcrjadi tanpa mcmpcrhatikan kapan 

lerjadinya perjanjian pelayanan kesehatan. Karena pada dasarnya te1jadinya 

pcijanjian pciayanan mcdis tcrscbut sctciah tcrjadinya pcristiwa informed consent. 

Yaitu persetujuan pasien terhadap tata cara pengobatan yang diajukan dokter yang 

mcmciiksanya, ba;k itu pcrsctujuau sccaia diam-diam dcngan rrtcinpcrsilahka.i! 

kepada dokter unt11k rnenindaklanjuti tindakan medisnya maupun secara jelas 

dcngan mcminta hitaill di alas putih. 
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Kcsehatan 

l)ala rnlitcrarur kcschatan tidak ada diatur scca1a tcgas pcncf_;crt1an daii 

\Vanprestasi dan perbuatan melawan hukum. 

'{ailg dikcnal dalam litcratur kcschatan yaitu pcla1·anan kcschatan (iumJh 

sakit) melah!i petugas medisnya (doktcr) melakukan penyalahgunaan kebebasan 

piofcsi atau mclakukan kclalaian dalam tugasnya scrta tidak mcn1cnuhi kcvv'3:iiban 

y::i.ngtelah ditentukan, maka disebut dengan kesalah:m melaksanakan profesi. 

Scdangkan \vanprcstasi adalah tldak mcmcnuhi kcvvajiban yang + ..... l " l-.. 
l\. .... 1a11 

ditetapkan dalam suatu perikatan yang timbul dari perjanjian maupun yang timbul 

karcna undang-undang. 

Di sm1 penulis akan mengurainkan tentang apa itu kesalahan 

mclaksanakan profcsi. Dad has il pcnclit~an 

apabila suatu rumah sakit melalui ahli medisnya (dokter) tidak bcrtindak sesuai 

dcngan kc\;:ajiban yang timbul dari profcslnya tciscbut. Scbuah rumah sak it 

melakukan kesa\ahan profesional apabila dia tidak memeriksa, tidak meniiai .. tidak 

bcibuat atau tidak mcninggalkan, ha1-ha1 yang akan dipc.riksa olch para ahli 

medinya, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh suatu rumah sakit pada 

umuinnya di dala1n situasi yang sama. 

Kesalahan profesi adalah suatu kesalahan rdalam menempatkan tenaga 

mcdisnya (doktcr) ~~ang bcrpiilaku tidak scsuai dcngan patokan urnum mcngcnai 

kewajiban yang diharapbn. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Tanggung jawab dok.ter dalam pe laksanaan pelayanan kesehatan pasien rawat 

i;iap di;vujudkan dalam hal pcmbcrian infoimasi olch doktcr kcpada pasicn 

yang mendapa!kan pelayanan kesehatan tentang akibat-akibat dari tindakan 

;ncdis yang dilakukan oich doktcr tcrscbut 

2. Upaya yang dilakukan pas ien raw:it inap apabila dirugikan dalam pelayanan 

kcschatan paSiCTI ...J..-. ..... ..-..-4- ~,;....., •• ,...,'- ... + 
U Qj.JQ.l J U\..lJUlLLUL yang pclayamrn 

kesehatan (dokter/rumah sakit) untuk melakt:kan prestasinya atas kontrak 

pclayanan yai1g ,.1: ,...,..,, .......... 1 .. ........ : ........ ,,.. 
Ul .;:, '-'par\..Ullll)O Apabiia doktcr/rtunah sakit 

melakukan kela:aian dalam tindakan mediknya maka pasicn dapat menuntut 

ganti rug; kcpada doktcr tcrscbut untuk mcmbayar ganti rugi dcngan scbab 

melakukan kesalahan profesi 

B. Saran 

1. Oleh karena informed consent tidak hanya diperlukan dalam perjanj ian 

pcJayanan kcschatan, ~ctapi juga dalam pcnclitian kcdoktcran pada manusia, 

maka istilah informed consent seharusnya diterjemahkan sebagai persetujuan 

atas dasar pcnjclasan bukan pcrsctujuan djdasaikan pada infoimasi atau 

persetujuan tindakan medi s. Hal ini d_isebabkan infonnasi itu sendiri dapat 

bersangkutan 
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J"t; _.;.) ,_ Jiperjelas scbagai bak untuk mendapatkan 

pc 1i_i~La. -·1TT i r ~G~a ~~ i . lia! ini discbabkan pada umumnya pcrsctujuan dibcrikan 

ses\.' or:in g ata ' _csuatu yang didasarkan informasi scbelumnya. Oleh karena itu 

p<:isien. bahwa scbenarnya yang dimaksudkan dengan hak inforrnasi di dalam 

pcnj clasm .... 1 Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang ~~ornor 23 1~ahun i 992 adalah 

hak untuk mendapatkan penjelasan atas informas i 

# 
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